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PUTUSAN
Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Sly

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama

dalam Persidangan Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Selayar, 24 November 1995,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar,
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Makassar 26 Juni 1999, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelaut, bertempat
tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2023 yang
didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar = Nomor
109/Pdt.G/2023/PA.Sly, tanggal 08 Agustus 2023 telah mengajukan cerai gugat
dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari
Minggu, 23 Desember 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor : xxx, tertanggal 23 Desember 2018;
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2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri
selama kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, dan
tinggal pada rumah kediaman orangtua Penggugat di Kabupaten Kepulauan
Selayar, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing
bernama:

a. Anak 1, laki-laki, Selayar, 03 Februari 2019, TK;
b. Anak 2, laki-laki, Selayar, 26 Januari 2021, belum bersekolah. Keduanya
dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup
rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat
mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
b. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
c. Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;

4. Bahwa, pada pertengahan tahun 2021, Tergugat meminta izin kepada
Penggugat untuk merantau mencari pekerjaan namun sejak saat itu
Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat lagi;

5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak
saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

6. Bahwa, Dberdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, @ Penggugat
berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah
tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi
sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas
Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa, Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama
Selayar untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor:
149/LPBP/2023/PA Sly Tanggal 03 Agustus 2023;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq.Majelis Hakim yang
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memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Tergugat), terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;
Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor
149/LPBP/2023/PA.Sly. tanggal 03 Agustus 2023 Penggugat telah diizinkan
untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Selayar,
sehingga biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui
DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun anggaran 2023;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Sly. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut tidak disebakan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan
tujuannya tetap dipertahakan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa:
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A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor: xxx
tanggal 23 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup,
telah di-nazeggelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf tanda P;
B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah
sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah
sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di bersama di rumah
kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar
dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering mengkonsumsi
minuman keras;

- Bahwa Tergugat juga ringan tangan terhadap Penggugat, saksi
pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada saat mereka
bertengkar;

- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat menjalin cinta dengan
perempuan lain, bahkan sudah tinggal satu rumah dengan

perempuan tersebut;
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- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, Tergugat meminta izin
kepada Penggugat untuk merantau mencari pekerjaan namun
sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat
lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, tidak ada lagi
komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain
sampai sekarang;

- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati/merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, bertempat tinggal di Kabupaten kepulauan Selayar, dibawah
sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah
sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di bersama di rumah
kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Selayar
dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering mengkonsumsi
minuman keras, saksi sering melihatnya;

- Bahwa Tergugat juga ringan tangan terhadap Penggugat, saksi

pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat menjalin cinta dengan
perempuan lain, bahkan sudah tinggal satu rumah dengan
perempuan tersebut;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, Tergugat meminta izin
kepada Penggugat untuk merantau mencari pekerjaan namun
sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat
lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, tidak ada lagi
komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain
sampai sekarang;

- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati/merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan
kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan
Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah
kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara a quo dan kedudukan hukum
(legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat
yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut
Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;
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Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Penggugat
serta dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang
tercantum dalam surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat berdomisili di
wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 73
ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan
Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan
mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang
menyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, maka Penggugat
sebagai persona standing in judicio mempunyai legal standing dalam
pengajuan perkara a quo ke Pengadilan Agama Selayar yakni mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita
yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari
persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas
panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 dan Pasal 146
R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ternyata
panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan
tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta
ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah sehingga hak
jawab Tergugat menjadi gugur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal
149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat harus diperiksa secara verstek, hal ini juga sejalan dengan kitab
Ahkamul Qur’an juz Il halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat

Hakim:
A GaY allhs sed an o Cppalusall oS (e oSl I 23 (m
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Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap
di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak dapat menempuh
prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak
dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan menyebutkan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para
pihak dengan dibantu oleh mediator, maka perundingan tersebut akan dapat
terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat
mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, sejak
tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang
disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, Tergugat
ringan tangan terhadap Penggugat dan Tergugat menjalin cinta dengan
perempuan lain. Puncaknya pada pertengahan tahun 2021, Tergugat meminta
izin kepada Penggugat untuk merantau mencari pekerjaan namun sejak saat itu
Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat lagi, sehingga antara
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2
(dua) tahun lamanya, sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling
memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar ia
kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan
dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), Hakim berpendapat bahwa
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang
berwenang, telah dimeterai dan di-nazeggelen serta dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata jo. Pasal 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal
2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti
surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus
dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta otentik
(authentieke akte), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta
otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (volledig bewijskracht)
dan mengikat (bindende bewijskracht) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal
1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah dan tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 23
Desember 2018;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang
saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah
memberikan keterangan secara terpisah sesuai dengan ketentuan Pasal 171
ayat (1) R.Bg, tidak termasuk kelompok vyang tidak boleh didengar
keterangannya dan sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1910
KUHPerdata jo. Pasal 172 R.Bg dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan
Pasal 1911 KUHPerdata jo. Pasal 175 R.Bg, dengan demikian telah memenuhi
syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya
memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak lagi, sudah

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering
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mengkonsumsi minuman keras, Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat
dan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain. Puncaknya pada
pertengahan tahun 2021, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk
merantau mencari pekerjaan namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah
kembali ke rumah Penggugat lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya,
sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain
sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak
memperhatikan satu sama lain sampai sekarang dan keluarga sudah sering
berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan
tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi
Penggugat tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan
pendengaran langsung saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1907 ayat (1)
KUHPerdata jo. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi yang satu
dengan saksi yang lain saling bersesuaian sesuai dengan ketentuan Pasal
1908 KUHPerdata jo. Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal
pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1905 KUHPerdata jo. Pasal 306
R.Bg, dengan demikian kedua saksi Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat
dengan bukti-bukti di persidangan, terdapat hubungan hukum yang saling
menguatkan, sehingga Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
menikah dan tercatat di KUA Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan
Selayar pada tanggal 23 Desember 2018;

- Bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun dan harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;
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- Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2021, Tergugat meminta izin
kepada Penggugat untuk merantau mencari pekerjaan namun sejak saat
itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sudah tidak ada lagi komunikasi dan
tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas,
pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diketahui dari keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pisah tempat tinggal
selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya lamanya dan tidak lagi
memperhatikan satu sama lain, dimana seharusnya antara suami dan istri
harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami
istri, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai
putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174K/AG/1994 menyebutkan bahwa bila
suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah
banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun upaya tersebut tidak
berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah,
sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangganya, oleh
karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi
untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang
No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagimana
perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

o5 Y SIS b &) en 5383 53 oSy r sl i€l 531 sl (33 oS G130 43 (305
O3 R

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”;
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Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya pisah tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat adalah saling terkait sehingga keadaan rumah tangga
tersebut sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami
istri dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat akan tetapi
membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian
serta sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar
karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan
kaidah ushuliyah:

Leial Jumd ¢ |y e (i las 13)

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat,
maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim
berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan
para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan
dengan kaidah fighiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 karangan Imam Ashawi
Asyafi’i Hal 204, Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat
Hakim:

48 lal) Conlialld 33 50 Y 5 e Laghn 2 51 ol b alin)

Artinya: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena

sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik
bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan
di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah
memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu
alasan diajukannya permohonan perceraian yakni “antara suami dan istri terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Oleh karena itu gugatan Penggugat

patut untuk dikabulkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan dan berdasar pada hukum,
maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat terhadap
Tergugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah
dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf
c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim
menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Agama Selayar 149/LPBP/2023/PA.Sly. tanggal 03 Agustus 2023, Penggugat
telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA
Pengadilan Agama Selayar tahun anggaran 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran
2022 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Agama Selayar
pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal
05 Safar 1445 Hijriah, oleh Laeli Fajriyah, S.H.I., sebagai Hakim dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nurhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhadi, S.H.
Perincian biaya:
1. Pendaftaran Rp 0.000,00
2. Proses/ ATK Rp 100.000,00
3. Panggilan Rp 390.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 0.000,00
5. Redaksi Rp 0.000,00
6. Meterai Rp  10.000,00
Jumlah Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)
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